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SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

SUBANG
Nomor : PK.01.01/KEP-0005/DPMPTSP/2023

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  TK

AINURRAHMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SUBANG

Menimbang : a. bahwa  berhubungan  telah  dipenuhinya  syarat-syarat  izin  pendirian  dan  penyelenggaraan  TK
AINURRAHMAN  maka  dipandang  perlu  memberikan  izin  pendirian  dan  penyelenggaraan  sekolah
kepada TK AINURRAHMAN di ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di  atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1950  tentang  Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Propinsi  Jawa  Barat  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4496),  sebagaimana telah diubah beberapa kali  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2008  tentang  Wajib  Belajar  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang  Pengelolaan  Dan  Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Pennyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis
Risiko;

13. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

14. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pendirian,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Subang  Nomor  12  Tahun  2008 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005-2025;
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan
di Kabupaten Subang;

17. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Subang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014-2018;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Memperhatikan : 1. Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  :  AHU-
0001431.AH.01.04.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum di 

2. Akte Notaris :  ERIK AGUSTIAN, SH, Nomor :  ERIK AGUSTIAN, SH tentang Pendirian di 

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan kepada :

a. Nama Yayasan/Badan :
b. Alamat Yayasan :
c. Nama Sekolah : TK AINURRAHMAN
d. Alamat Sekolah : Kp. Kaum RT.14/05 Desa Pagaden Kec. Pagaden 
e. Jenis KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK 

SWASTA/RAUDATULATHFAL/BUSTANUL ATHFAL 
(85132) 

f. Surat Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2022/2023 sampai dengan Tahun Pelajaran 2025/2026

KEDUA : Dalam  penyelenggaraan  sekolah  sebagaimana  tersebut  pada  diktum  Pertama,  Yayasan/Badan  wajib
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat :
a. Menyiapkan  dan  menyelenggarakan  kurikulum/program  kegiatan  belajar  nasional  dan

kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di

sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah;

KETIGA : Izin  mendirikan  dan  menyelenggarakan  sekolah  ini  berlaku  selama  5  (lima)  Tahun  Pelajaran  sejak
dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa izin, pimpinan
yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya;

KEEMPAT : Keputusan  ini  mulai  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan dengan  ketentuan  bahwa,  apabila   dikemudian  hari
terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :  Subang
Pada Tanggal :   18 September 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG

Dikdik Solihin, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/C)
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